KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi

birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi
kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi
kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Padang Lawas;

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, maka

perlu rencana aksi reformasi birokrasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas tentang Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Lawas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum."nggl 3 Te
2019 tentang Tata Kerja Komisi PeMMiUrE:%ﬁ,s
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan ‘Iz;r;iﬁi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 196};
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Wg ra

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 442);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 612/0ORT.04-
Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang

Lawas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022
tanggal 25 April 2022.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG RENCANA
AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2022.
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KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Refi:rin&sih‘.ﬁiif!“éﬁ?f f:h
Lingkungan Komisi Pemilihan Umurﬁ‘f(ﬁ‘bﬂp‘ate"ﬁ-?adarglg
Lawas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain:
a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Padang Lawas Tahun 2022;

b. Menciptakan Dbirokrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas yang
profesional, progresif, berintegritas, berkinerja
profesional, berdedikasi, melayani publik, netral dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
penyelenggara negara;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan
sistemm manajemen kinerja yang profesional di

lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan,
Pada tanggal : 25 APRIL 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.
INDRASYAHBANA NASUTION

TRAMRISKOMISI PEMILIHAN UMUM
ENBADANG LAWAS,




